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Reformasi militer Indonesia telah mengakibatkan perubahan budaya, doktrin, struktural, dan organisasi.
Perubahan tersebut belum mencapai sifat yang fundamental terhadap hubungan sipil-militer yang
demokratis dimana hal ini sangat bergantung secara bersamaan pada " subordinasi masyarakat sipil untuk
nilai-nilai militer” dan “subordinasi kontrol sipil atas militer". Kasus Indonesia dari reformasi militer
tampaknya menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi hubungan sipil-militer tergantung begitu
banyak pada setup kelembagaan militer serta pada gigihnya bimbingan dan inisiatif dari institusi sipil.
Beradaptas dari Peter D. Feaver tentang teori " principal-agent”, penelitian ini menunjukkan bahwa masih
ada koherens yang kurang terpadu dari upaya antara lembaga-lembaga sipil (supra), sehingga dasar
reformasi militer di Indonesia di bawah kontrol demokrasi masih bermasalah. Hal ini jelas bahwa, pertama,
reformasi militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi, dan kematangan demokrasi
harus membuka jalan bagi reformasi di militer. Kenyataan bahwa militer tetap merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari lingkaran supra sehingga hal ini menjadi bermasalah. Kedua, lingkaran sipil/ politik di
dalam lingkaran supratidak dapat membimbing, memberikan saran, dan memberikan orientasi kepada
militer dalam kerangka tujuan nasional, termasuk alokasi sumber daya serta penggunaan kekuatan militer,
sementara militer tetap menjadi otonom dalam beberapa area seperti doktrin, organisasi, disiplin internal,
sifat, sertarencana operasional. Ketiga, lingkaran infra-partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisas
non-pemerintah serta akademisi dan media-telah memainkan beberapa peran, meskipun terbatas, dalam
menetapkan beberapa perubahan, tetapi mereka tetap tidak mampu menjaga momentum selama proses
berlangsung. Keempat, pada tingkat implementasi, Departemen Pertahanan tampaknya memiliki kapasitas
yang terbatas untuk melakukan kontrol mereka atas militer terutamadi bidang anggaran militer, prioritas
strategis, akuisisi senjata, pendidikan, dan doktrin. Supremasi sipil di Indonesiatampaknyatelah
mengandalkan "subordinasi sukarela’ dari militer daripada akses sipil untuk melakukan kontrol yang efektif
terhadap militer. Oleh karena itu, kebijakan instruktif dan dasar hukum keduanya diperlukan dan penting
untuk menghasilkan subordinasi lengkap militer ke sipil.

...... Indonesia’ s military reform may have resulted in noted cultural, structural, doctrinal, and organizational
changes. But such change has yet to be felt in the fundamental democratic civil-military relation that relies
upon both “the subordination of civil society to military values and the subordination of civilian control of
the military”. In the case of Indonesia, the military reform process appears to suggest that the success of
democratizing civil-military relations depends as much on the institutional setup of the military as on the
persistence, guidance and initiative of the civilian institutions. Adapting Peter D. Feaver’s * principal-agent”
theory, this study shows that owing to the lack of coherence and concerted effort among civilian institutions
(supra), the nature of military reforms under democratic control in Indonesia remains problematic.
Nonetheless, four points are clear. First, military reforms are an inseparable part of democratization, and
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democratic maturity should open the way for a better reformsin the military. The very fact that the military
remains an integral and inseparable part of the suprais problematic. Secondly, the civil/political circle
within suprais unable to fully guide, advise and orient the military in the area of national objectives,
including the allocation of resources, and the use of military forces so long as the military remains
autonomous in such areas as doctrine, organization, internal discipline, traits and operational planning.
Thirdly, theinfra-- political parties, social organizations, non-governmental organizations as well as
academia and the media-- have played some roles, limited nonetheless, in setting the tone of changes, but
they remain unable to keep up momentum throughout the process. Fourthly, at the implementation level, the
Defense Ministry appears to have limited capacity to exercise its control over the military, especially in the
area of the military budget, strategic priorities, weapons acquisition, education and doctrine. Civilian
supremacy in Indonesia appears to have relied on “voluntary subordination” of the military rather than on
civilian access to exercise effective control over the military. Hence, instructive policy and legal basis are
both necessary and essential to yield a complete subordination of the military to the civilian democratic
society.



